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 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas 

akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kementerian Negara/ 

Lembaga. Kementerian Negara/ Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku 

koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Balai sebagai unit pelaksana 

teknis tingkat Eselon II yang memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian juga 

melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal 

Bina Marga sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi tingkat Eselon I.  

 Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut : 

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai; 

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya.  

 Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi 

dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga 

menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk 

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun 

ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi : a. penyelenggaraan SAKIP, b. Rencana Strategis; c. 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Perjanjian Kinerja; d. Pengukuran Kinerja; e. Pengelolaan Data Kinerja; f. Pelaporan Kinerja; dan g. Reviu dan 

Evaluasi Kinerja. 

 Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari entitas 

Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis, hingga entitas satuan kerja. 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan 

secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja menyajikan 

informasi yang meliputi : 

a. uraian singkat organisasi; 

b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 

c. kapasitas organisasi; 

d. pengukuran capaian kinerja; 

e. evaluasi dan analisis capaian kinerja; dan 

f. simpulan dan rekomendasi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi yang membidangi infrastruktur 

jalan, membentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk melaksanakan dan 

mengendalikan infrastruktur jalan nasional dan jalan non-nasional yang menggunakan dana APBN di Provinsi 

Papua. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini 

diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan. 

 

 

 

 

Provinsi Papua memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan berada di ujung timur wilayah Indonesia. 

Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar ± 319.036,05 km2  , dengan jumlah penduduk ± 

3,8 juta jiwa dan terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Secara geografis dan topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan 

yang tinggi, sedangkan bagian pantai selatan didominasi dengan dataran luas. 

 Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan 

yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa 

kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan 

dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan 

kebutuhan yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan 

dengan penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya 

menjadikan Papua menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas 

1.1 Latar Belakang/ Permasalahan 
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transportasi darat. Pada kondisi ini, BBPJN XVIII Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan dan mengendalikan infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat 

provinsi dan kabupaten.  

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan yang berada di bawah kewenangan BBPJN XVIII 

Jayapura tercatat sepanjang 4.997,34 km yang terdiri dari : 

  RUAS   BBPJN XVIII JAYAPURA 

Jalan Nasional : 2.636,73 Km 2636,73 Km 
Trans Papua : 2.343,90 Km   
Terdapat Jalan Nasional : 1.889,22 Km   
Sisa Panjang (Non Nasional) : 454,68 Km 454,68 Km 
Jalan Perbatasan : 1.098,24 Km   
Terdapat Jalan Nasional : 719,23 Km   
Terdapat Ruas Trans Papua : 135,01 Km   
Sisa Panjang : 244 Km 244 Km 
Jalan Strategis Lainnya : 828,5 Km 828,5 Km 
Jalan P4B : 2.527,21 Km   
Terdapat Jalan Nasional/ Trans 
Papua/ Strategis : 1.693,78 Km   
Sisa Panjang : 833,43 Km 833,43 Km 

 TOTAL PANJANG     4.997,34 Km 

 

Permasalah (sekaligus menjadi tantangan) pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan 

oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas, yang bertempat tinggal menyebar, di 

sebagian besar khususnya kawasan pegunungan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Topografi di Provinsi 

Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan 

membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650,00 km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl. 

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara 

nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap 

momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah 

terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi 

udara untuk angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri 

kapasitasnya sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal, sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya 

transportasi yang sangat mahal. 

Kondisi keterisolasian akibat tidak ada akses jalan darat ini, memunculkan permasalahan di berbagai 

sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. 

Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan 

disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. 

Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 

berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus 

mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi BBPJN XVIII Jayapura baik di tingkat Balai maupun Satuan Kerja 

yang telah dirangkum dalam point-point permasalahan dan tantangan  antara lain sebagai berikut : 
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1. Keterisolasian wilayah di beberapa daerah di Provinsi Papua menyebabkan kemahalan harga dan 

ketertinggalan peradaban masyarakat; 

2. Hak Ulayat/ ganti rugi lahan, perlu adanya sosialisasi tentang batas-batas kepemilikan tanah dan wilayah 

adat; 

3. Kondis geografis dan topografi di beberapa kawasan yang cukup sulit; 

4. Gangguan keamanan akibat adanya kelompok kriminal bersenjata khususnya di wilayah pegunungan; 

5. Keterbatasan SDM; 

6. Beberapa ruas jalan melewati kawasan hutan konservasi, cagar alam dan Taman Nasional sehingga 

diperlukan koordinasi dan perizinan dari Kementerian Kehutanan (PKS dan IPPKH). 

Dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut, BBPJN XVIII Jayapura tidak bisa bergerak 

sendiri. Berbagai upaya koordinasi dan kolaborasi dilakukan BBPJN XVIII Jayapura bersama dengan Pemerintah 

Daerah, TNI,  Polri, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal maupun  ketua adat wilayah setempat. Hal ini 

sangat membantu terutama untuk penanganan ruas jalan di wilayah-wilayah dengan tingkat resiko keamanan 

yang tinggi yang membutuhkan pengawalan/ pengamanan ekstra seperti di wilayah pegunungan tengah Papua.  

Upaya pendekatan sosial pun dilakukan diantaranya melalui kegiatan konsultasi publik. Kegiatan 

konsultasi publik dilakukan pada tahapan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan 

ruas jalan dan juga pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunannya. Pada kegiatan konsultasi publik ini, 

masyarakat lokal dilibatkan dengan tujuan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup mengenai rencana 

kegiatan pembangunan jalan yang akan dilakukan di wilayah mereka, disamping itu masyarakat lokal juga terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan melalui saran maupun tanggapan yang disampaikan dalam kegiatan 

konsultasi publik ini. 

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 

sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018. LKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII 

Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. LKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII 

Jayapura ini diharapkan juga dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di tahun-

tahun yang akan datang. 
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Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  20/PRT/M/2016 tanggal 1 

Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, BBPJN XVIII Jayapura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Bina Marga. 

Berdasarkan Paragraf 1 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi, BBPJN XVIII Jayapura 

memiliki tugas : “melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 

penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian 

bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.  

BBPJN XVIII Jayapura yang tergolong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B memiliki fungsi 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan dan 

penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan;  

2. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;  

3. Persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa;   

4. Pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;  

5. Pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional;   

6. Pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;  

7. Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional 

termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;  

8. Pelaksanaan audit keselamatan jalan;  

9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;  

10. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi; 

11. Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan 

dan jembatan; 

12. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum; 

13. Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional; 

14. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengamanan fungsi serta manfaat jalan nasional dan 

penetapan leger jalan nasional;  

15. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku 

unit akuntansi wilayah;  

16. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan unit layanan pengadaan (ULP); dan  

1.2 Tugas dan Fungsi 
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17. Pelaksanaan administrasi umum,urusan tata usaha dan rumah tangga Balai besar serta koordinasi 

dengan instansi terkait dan komunikasi publik. 

 

 

 

 

1.3.1   Struktur Organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 20/PRT/M/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

BBPJN XVIII Jayapura ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina 

Marga dengan tipologi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-B. Adapun susunan  Pejabat Inti BBPJN 

XVIII Jayapura meliputi : 

 Unsur Pimpinan :    Kepala Balai Besar 

 Unsur Pembantu Pimpinan 

 

: - Kepala Bagian Tata Usaha 

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan 

- Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian 

- Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan 

 Satker dan PPK 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur organisasi BBPJN XVIII Jayapura sebagaimana terlihat pada  Gambar 1.1  berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 

berdasarkan Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA 

KEPALA BALAI BESAR  

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA 

1.3  Struktur Organisasi 
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Susunan organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, terdiri atas: 

1. Bagian Tata Usaha; 

2. Bidang Perencanaan dan Pemantauan; 

3. Bidang Pembangunan dan Pengujian; 

4. Bidang Preservasi dan Peralatan; dan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Bagian Tata Usaha 

Tugas :  

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait; 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi, 

dan tata laksana;  

2. Pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian /kontrak serta pemberian advokasi hukum;  

3. Penyelenggaraan pelayanan dan komunikasi publik di balai besar;  

4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan 

akuntansi keuangan;  

5. Pelaksanaan fungsi unit sistem pengendalian intern pemerintah di balai dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan;  

6. Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara dan 

pengamanan fisik dan proses sertipikasi tanah dan barang milik negara serta pengelolaan, 

administrasi dan akuntansi barang milik negara pasca konstruksi;  

7. Pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional;  

8. Penyusunan laporan berkala balai besar dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; 

9. Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu balai besar;  

10. Pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan; dan 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

1. Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan urusan 

pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana 

penyiapan  pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/ kontrak dan pemberian advokasi 

hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar, koordinasi dengan instansi terkait, serta 

dokumentasi penyelenggaraan jalan; 

2. Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan 

kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi 

tindak lanjut hasil pemeriksanaan,  pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern di Balai, 
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penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga 

Balai Besar; 

3. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan 

penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan 

fisik dan proses sertipikasi tanah dan barang milik negara serta pengeloaan, administrasi dan 

akuntansi barang milik negara pasca konstruksi, pengelolaan  dan penetapan leger jalan nasional. 

 

2. Bidang Perencanaan dan Pemantauan 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan 

preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan 

rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan 

pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemantauan dan 

evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan. 

Fungsi : 

1. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program 

pembangunan dan preservasi penangangan jalan dan jembatan nasional;  

2. Penyusunan rencana dan program pembangunan  dan preservasi jalan dan jembatan serta penyusunan 

anggaran tahunan;  

3. Pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan 

preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;  

4. Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;  

5. Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

6. Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan 

termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;  

7. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;  

8. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan nasional 

termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;  

9. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas;  

10. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;   

11. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar. 

Bidang Perencanaan dan Pemantauan terdiri atas : 

1. Seksi Perencanaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi 

jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan 

dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan  dan preservasi jalan dan 

jembatan, penyiapan bahan penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen 

pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penyiapan bahan studi kelayakan, 
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survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan 

dan jembatan; 

2. Seksi Pemantauan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa, bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan konstruksi pembangunan 

dan preservasi jalan dan jembatan, bahan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan 

pembangunan dan preservasi Jalan Nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta 

penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu 

lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja 

penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar. 

 

3. Bidang Pembangunan dan Pengujian 

Tugas : 

melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan 

bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu 

konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L), melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta 

sebagai fungsi unit penjamin mutu Balai Besar. 

Fungsi : 

1. Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan 

jembatan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;  

2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

3. Pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan; pengendalian dan 

pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi /pertimbangan teknik 

pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;  

4. Pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan;  

5. Penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;  

6. Penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional; 

7. Pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; 

8. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional; 

9. Penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan 

lingkungan (SMK3L) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-

konstruksi;  

10. Pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi 

terhadap hasil pengujian;  

11. Penerapan rencana mutu unit kerja, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak; dan  
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12. Pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja dan lingkungan (smk3l) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 

non-konstruksi. 

Bidang Pembangunan dan Pengujian terdiri atas : 

1. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana 

kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan termasuk jalan bebas hambatan 

dan jalan tol, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaaan jalan dan 

administrasi teknik /kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi /pertimbangan teknik pekerjaan 

konstruksi pembangunan jalan, bahan pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit 

keselamatan jalan, bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu kontrak, 

bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan,bahan penerapan sistem 

manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) 

bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, bahan pelaksanaan 

inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional, bahan program pengadaan tanah jalan 

nasional dan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol, rencana 

mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, bahan 

pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan, pelaksanaan dan 

pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil 

pengujian. 

2. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jembatan,bahan 

pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaaan jembatan dan administrasi 

teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi 

pembangunan jembatan,bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu 

kontrak, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan,bahan 

penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi, 

rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen 

mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan 

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, 

bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jembatan, pelaksanaan 

dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil 

pengujian. 
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4. Bidang Preservasi dan Peralatan 

Tugas : 

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian 

kontrak pekerjaan pereservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, 

pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan. 

Fungsi : 

1. Penyiapan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;  

2. Pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;  

3. Pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 

4. Pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan; 

5. Pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana 

yang berdampak terhadap jalan;  

6. Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/ 

pertimbangan teknik pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;  

7. Penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;  

8. Pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk  suku cadang;  

9. Pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan 

jalan dan jembatan;   

10. Pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan dan jembatan; dan  

11. Pelaksanaan sertifikasi asphalt mixing plant (amp). 

Bidang Preservasi dan Peralatan terdiri atas : 

1. Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja 

pengendalian pelaksanaan preservasi jalan,bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan 

pekerjaan jalan, bahan pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, bahan pengendalian 

pelaksanaan penilikan jalan, bahan pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian 

pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan, bahan pengendalian 

administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan 

preservasi jalan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jalan, 

pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk  suku cadang 

serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan. 

2. Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana 

kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan,bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis 

harga satuan pekerjaan jembatan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, bahan 

pengendalian administrasi teknik /kontrak serta penyesuaian kontrak / justifikasi/pertimbangan teknik 

untuk pekerjaan preservasi jembatan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu 

pelaksanaan kegiatan jembatan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan 
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peralatan termasuk  suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan 

jembatan. 

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 8 (delapan) Balai 

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. 

 

 

 

 

1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua  

Program dan kegiatan BBPJN XVIII Jayapura selain penanganan terhadap Jalan Nasional yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat, juga tidak terlepas dari kondisi dan  isu-isu strategis yang dikembangkan atau 

telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Isu-isu strategis tersebut yang menjadi 

pedoman sekaligus melatarbelakangi lahirnya proyek-protek strategis yang ada di Provinsi Papua.  

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain  yaitu : 

 

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua 

Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua 

dimana pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang saling 

menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang 

bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga pada 

akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan berpotensi 

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional yang didalamnya telah mengatur tentang sistem perkotaan, klasifikasi pelabuhan 

laut, klasifikasi Bandar Udara, dan Jaringan Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan termasuk yang ada 

di Provinsi Papua seperti tampak pada  Peta Sistem Perkotaan, Peta Kawasan Strategis Nasional, Peta Kawasan 

Pusat Pertumbuhan, Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara  yang bisa dilihat pada beberapa gambar peta di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Isu Strategis 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

dapat dilihat bahwa Sistem Perkotaan Nasional terbagi menjadi tiga pusat kegiatan diantaranya : 

1. Pusat Kegiatan Nasional atau PKN; 

Pusat Kegiatan Nasional atau KN ditetapkan dengan kriteria:  

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor 

atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;  

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa 

skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau  

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala 

nasional atau melayani beberapa provinsi.  

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Nasional atau PKN antara 

lain sebagai berikut : 

a. Biak; 

b. Jayapura; 

c. Timika; 

d. Wamena; 

e. Merauke. 

2. Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW; 

Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW ditetapkan dengan kriteria:  

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor 

yang mendukung PKN;  

Gambar 1.2  Peta Sistem Perkotaan  
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 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa 

yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau  

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani 

skala provinsi atau beberapa kabupaten.  

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW antara 

lain sebagai berikut : 

a. Sarmi; 

b. Waris; 

c. Dekai; 

d. Keppi; 

e. Nabire; 

f. Enarotali. 

3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau  PKSN. 

Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana disebutkan di atas juga dikembangkan Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional atau  PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan 

negara seperti juga terdapat di Provinsi Papua . 

Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN ditetapkan dengan kriteria:  

 pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara 

tetangga;  

 pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan 

dengan negara tetangga;  

 pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah 

sekitarnya; dan/atau  

 pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong 

perkembangan kawasan di sekitarnya.  

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW antara 

lain sebagai berikut : 

a. Jayapura; 

b. Arso; 

c. Oksibil; 

d. Tanah Merah; 

e. Merauke. 
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Gambar 1.4  Peta Kawasan Pengembangan Pusat Pertumbuhan  Provinsi Papua 

Gambar 1.3  Peta Kawasan Strategis Nasional Provinsi Papua 
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2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah 

Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu : 

1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni; 

2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena; 

3. WPS 34 : Jayapura - Merauke. 

Ilustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah 

Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada Gambar 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5  Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara  
Provinsi Papua dan Papua Barat 
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Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya 

juga memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi  5 (lima) wilayah 

Adat, yaitu : 

1. Wilayah Adat Mamta; 

2. Wilayah Adat Saereri; 

3. Wilayah Adat Anim Ha; 

4. Wilayah Adat La Pago; dan 

5. Wilayah Adat Mepago. 

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah 

dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi 

Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat  Provinsi Papua seperti tampak pada Gambar 1.7. 

Gambar 1.6 Peta Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua 
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1.4.2  Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua 

Berdasarkan  isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden 

Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional XVIII Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang 

merupakan program strategis  penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi 

kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di 

Provinsi Papua dengan penjelasan sbb : 

1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua 

Ruas Trans Papua secara keseluruhan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total panjang ± 

4.330,07 Km. Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang ± 2.343,90 

Km dan terbagi dalam 8 segmen penanganan. Dari total panjang ± 2.343,90 Km, beberapa segmen dan ruas 

merupakan bagian dari penanganan Jalan Nasional (sepanjang ± 1.889,22 km). Adapun penanganan Ruas 

Trans Papua berada pada segmen : 

1. Kwatisore (Bts.Prov.Papua)-Nabire (Bts.Kota), 208,10 Km; 

2. Nabire-Wagete-Enarotali, 275,50 Km; 

3. Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena (Usilimo), 467,98 Km; 

4. Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti),  447,22 Km; 

5. Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu, 271,60 Km; 

6. Kenyam-Dekai, 217,90 Km; 

7. Dekai-Oksibil, 231,60 Km; 

Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua 
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8. Wagete-Timika, 224,00 Km. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan capaian kinerja Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua 

akan dibahas pada Bab IV. 

 

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan  

Ruas Jalan Lintas Perbatasan berada di sepanjang perbatasan RI dan negara Papua New Guinea (PNG). 

Jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Merauke dan terbagi dalam 3 segmen penanganan yang sebagian 

besar sudah terbuka, antara lain : 

1. Jayapura-Arso-Waris-Yeti, 128,18 Km; 

2. Yeti-Ubrub-Oksibil, 301,74 Km;  

3. Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke, 668,32 Km.  

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan capaian kinerja Ruas Jalan Perbatasan akan dibahas 

pada Bab IV. 

 

3. Pembangunan Jembatan Holtekamp  

 

Pembangunan Jembatan Holtekamp merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab 

permasalahan kepadatan permukiman di kota Jayapura. Pengembangan ke arah Distrik Muara Tami 

yang luas dan datar relatif tidak mudah karena distrik Muara Tami dan 4 distrik lainnya terpisahkan 

oleh teluk Youtefa yang cukup luas. Melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi 

Papua. dan Pemerintah Kota Jayapura maka upaya pengembangan wilayah permukiman kota 

Jayapura diwujudkan dengan pembangunan Jembatan Holtekamp sepanjang 433 meter yang 

melintasi teluk Youtefa serta jembatan pendekat sepanjang 332 meter dan jalan pendekat sepanjang 

846.2 meter. Lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi median jalan. 

Pembangunan Jembatan Holtekamp yang menggunakan APBN Tahun 2015-2018. 

Jembatan Holtekamp dan jalan pendekat yang menghubungkan Hamadi – Holtekamp – Koya 

sepanjang 13.50 km kelak diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan kepadatan 

permukiman Kota Jayapura. tetapi juga merupakan ruas Jalan Strategis menuju pintu perbatasan 

antara RI – PNG di Skouw. Keberadaan jembatan ini dapat memangkas jarak tempuh hingga 17 

kilometer di antara kedua lokasi tersebut. Hal ini berpengaruh pada waktu tempuh dari Kota Jayapura 

ke Muara Tami yang akan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang sebelumnya 

membutuhkan waktu 2.5 jam kini menjadi 60 menit. Dengan desain jembatan yang didudukung oleh 

arsitektur yang  indah. Jembatan Holtekamp diharapkan juga bisa menjadi daya tarik dan icon kota 

Jayapura. 
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1.4.3  Tantangan Pembangunan Tahun 2018 

Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi BBPJN XVIII Jayapura dalam upaya mewujudkan 

seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/ jarang dijumpai pada 

wilayah lain di luar Provinsi Papua. 

Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BBPJN XVIII Jayapura dalam upaya 

melaksanakan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua, antara lain: 

a. Aspek Sosial Budaya 

Hampir seluruh paket kegiatan harus dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan hak 

ulayat, klaim masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan sosial budaya setempat yang tidak 

konstruktif pada kegiatan pembangunan. Dampak hambatan ini adalah tersendatnya proses 

penyelesaian pekerjaan dan juga adanya pengeluaran tambahan (extra cost) yang relatif besar; 

b. Aspek Keamanan 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata 

yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena 

gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan 

pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek 

menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;  

c. Aspek Geografis 

Ketiadaan sarana transportasi darat dan sungai pada Kawasan Pegunungan Tengah Papua 

menjadikan operasional proyek sangat sulit dan mahal. Kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan 

harus diangkut bagian per bagian dengan menggunakan moda transportasi udara (pesawat dan 

helikopter) dengan daya angkut sangat terbatas dan sangat tergantung pada cuaca. Tingkat 

kesulitan yang tinggi pada operasional proyek seperti ini hampir tidak dijumpai lagi pada wilayah 

lain; 

d. Aspek Lingkungan 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan 

kawasan hutan yang mencapai 80 %  dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan 

ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi 

hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi tantangan tersendiri agar 

kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan 

masalah hukum.  

Sebagai contoh untuk pembangunan ruas jalan Habema-Kenyam yang melewati kawasan Taman 

Nasional Lorentz  (TN. Lorentz) dimana kawasan ini merupakan salah satu Situs Warisan Dunia 

Unesco yang ditetapkan pada tahun 1999. Pada tahun 1990 IUCN mengkategorikan TN. Lorentz 

sebagai salah satu pusat keanekaragaman flora di dunia dan merupakan Taman Nasional terluas 
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di Asia Tenggara. Taman Nasional Lorentz juga diawasi secara langsung oleh Unesco dan 

International Union for Conservation Nature (IUCN). Disinyalir karena adanya pembangunan ruas 

jalan tersebut berdampak pada : 

1. Putusnya aliran air ke Danau Habema yang berasal dari lelehan es pegunungan di dearah 

tersebut; 

 

Gambar 1.8 Ruas Jalan Wamena Habema yang berada di dekat Danau Habema 

2. Punahnya hutan notofagus akibat jamur yang terbawa oleh ban kendaraan (die back). Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya hutan di kawasan TN. Lorentz  yang terbakar secara 

sporadis; 

3. Berkurangnya Lahan Gambut pada TN. Lorentz yang merupakan salah satu Gambut 

Dataran Tinggi. Disinyalir gambut dataran tinggi hanya ada dua (2) di dunia yaitu di daerah 

Habema dan Afrika. 

Dengan adanya pembangunan ruas jalan pada TN. Lorentz tersebut, mengakibatkan terancamnya 

status TN. Lorentz dari Situs Warisan Dunia.  

e. Aspek Sumber Daya Material 

Terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki sumber material yang diperlukan untuk 

kegiatan penanganan jalan dan jembatan, teruatama material agregat. Kabupaten Merauke dan 

sekitarnya adalah contoh kawasan yang sulit/ tidak memiliki sumber material agregat/ batu. Material 

agregat harus didatangkan dari tempat yang amat jauh yaitu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan 

atau salah satu pulau di Maluku. Hal ini menyebabkan harga proyek menjadi sangat mahal. Selain 

itu, masalah cuaca juga sangat menghambat pada proses pengiriman yang pada akhirnya berujung 

pada terlambatnya/ tertundanya penyelesaian kontrak; 

f. Aspek Sumber Daya Manusia 

Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber 

daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding 

dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit 

karena ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini  berdampak pada hasil produktivitas 

pekerjaan di lapangan dan di kantor; 
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g. Faktor Alam 

Masalah/ kondisi cuaca/ alam yang susah diprediksi di Provinsi Papua memberi dampak bagi 

pelaksanaan pekerjaan di  lapangan. 

Isu-isu strategis dan tantangan di atas juga menjadi panduan bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

XVIII Jayapura dalam memformulasikan program maupun kegiatan penanganan jalan dan jembatan yang 

efektif dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap di Provinsi Papua. 

 

 

 

 

1. RINGKASAN EKSEKUTIF, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura; 

2. BAB I. PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang/ permasalahan, tugas dan fungsi, struktur 

organisasi, serta isu strategis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura; 

3. BAB II. PERENCANAAN KINERJA, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja, Metode 

Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura; 

4. BAB III. KAPASITAS ORGANISASI, bab ini berisi tentang informasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan 

Prasarana yang dimiliki, serta DIPA Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura; 

5. BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja 

organisasi, dan realisasi anggaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura; 

6. BAB V. PENUTUP, bab ini menyajikan permasalahan serta langkah kedepan yang berupa tindak lanjut dan 

harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

XVIII Jayapura; 

7. LAMPIRAN, bagian ini terdiri dari : 

 Lampiran I Perjanjian Kinerja Awal T.A.  2018; 

 Lampiran II Reviu Perjanjian Kinerja T.A. 2018; 

 Lampiran III Pengukuran Kinerja T.A. 2018; 

 Lampiran IV Data Kaki LKIP; 

 Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan (Kondisi 0%, 50%, 100%). 

1. 5 Sistematika Penyusunan LKIP 
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Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari 

setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran 

dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk tahun 2018 merujuk kepada Rencana 

Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019 yang merupakan turunan dari Renstra Direktorat 

Jenderal Bina Marga 2015 - 2019 bidang jalan dan jembatan, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun sesuai 

dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 

Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, serta sasaran kegiatannya 

kemudian dilaksanakan melalui program pengangggaran dalam DIPA tahun berjalan. Dalam Perjanjian Kinerja 

Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, akan mewujudkan target kinerja tahunan yang 

tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dimana Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. 

 

 

 

 

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis  

 

 Visi  

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 - 2019 menjadi Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang 

lebih cepat,kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan 

nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas 

dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 

2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun 

kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. 

Ditjen Bina Marga sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 

menjalankan tugasnya berlandaskan dan mengacu pada Visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 

adalah:   

2.1 Uraian Singkat Renstra 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
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òTERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG 

HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONGó 

 

 Misi 

Dalam Rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional dalam 

program penyelenggaraan jalan, maka misi Direktorat Jenderal Bina Marga yang ditetapkan untuk 

periode tahun 2015-2019 dilaksanakan sejalan dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat sebagai rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 

2015-2019 yaitu : 

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk 

mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;  

b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di 

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;   

c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung 

layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 

sejalan dengan �S�U�L�Q�V�L�S���³�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U���X�Q�W�X�N���V�H�P�X�D�´ ;   

d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu 

dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk 

keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan 

tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;   

e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, 

pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk 

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, 

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.   

 

 Tujuan dan Sasaran Strategis 

 A. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju di 

akhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana 

sasaran strategis dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 secara 

umum adalah:  

�³�0�H�Q�\�H�O�H�Q�J�J�D�U�D�N�D�Q�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�� �3�H�N�H�U�M�D�D�Q�� �8�P�X�P�� �G�D�Q�� �3�H�U�X�P�D�K�D�Q�� �5�D�N�\�D�W���G�H�Q�J�D�Q�� �W�L�Q�J�N�D�W���G�D�Q��

kondisi ketersediaan, keterpaduan serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan 

cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, 




